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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka mempercepat penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan ini menginstruksikan:

Kepada
:
1. 
Sekretaris Jenderal.

2. Inspektur Jenderal.

3. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Umum.

4. Direktur Jenderal Otomoni Daerah.

5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

6. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

7. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.

8. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Untuk
:

PERTAMA
:
Melakukan upaya-upaya percepatan penyusunan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

KEDUA
:
Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Instruksi ini.

KETIGA
:
Agar melaksanakan Instruksi ini dan melaporkan kembali proyeksi jadual waktu penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri.

Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2005
MENTERI DALAM NEGERI,

      ttd

  H. MOH. MA’RUF

LAMPIRAN
:
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 
: 
7 TAHUN 2005

TANGGAL
:
27 September 2005

TUGAS PENYELESAIAN PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

	NO.
	PENANGGUNG

JAWAB
	PERATURAN PELAKSAAN YANG PERLU DISUSUN
	DASAR

PENGATURAN

DALAM UU NO.32/2004
	PROYEKSI

JADUAL WAKTU

PENYELESAIAN

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Direktur Jenderal

Otonomi Daerah
	1.
	RPP tentang Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
	Pasal 6 ayat (3).
	

	
	
	2.
	RPP tentang Tatacara

Pembentukan, Peng-hapusan, dan Pengga-bungan Daerah
	Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
	

	
	
	3.
	RPP tentang Pedoman Penyusunan Standar dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
	Pasal 11 ayat (4)
	

	
	
	4.
	RPP tentang Pembagi-an Urusan Pemerintah-an Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerin-tahan Kab/ Kota
	Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).
	

	
	
	5.
	RPP tentang Hubungan

Pelayanan Umum
antaraPe-merintah
dengan

Pemerintahan Daerah dan Antar Pemerintah Daerah.
	Pasal 15 dan Pasal 16
	

	
	
	6.
	RPP ttg Pelaporan Penyelenggaraan Pe-merintahanDaerah, La-poran Keterangan Per-tanggungjawaban Kepala Daerah dan Informasi Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah.
	Pasal 27 ayat (2), ayat (3)
	

	
	
	7.
	RPP tentang Kedudukan Keuangan Gubernur selaku

Wakil Pemerintah.
	Pasal 38 ayat (3)
	

	
	
	8.
	RPP tentang Tatacara

Pelaksanaan Tugas & Wewenang Gubernur selaku Wakil Pemerintah
	Pasal 38 ayat (4)
	

	
	
	9.
	RPP tentang Pedoman

Penyusunan Tatatertib

DPRD
	Pasal 43 ayat (8), Pasal 46 ayat(2), Pasal 54 ayat (6), dan Pasal 55 ayat (5)
	

	
	
	10.
	RPP tentang Keduduk-an Protokoler Keuang-an Pimpinan dan Ang-gota DPRD
	Pasal 44 ayat (2)
	

	
	
	11.
	Peraturan Presiden tentang Tatacara Mem-persiapkan Rancangan Peraturan Daerah
	Pasal 140 ayat (3)
	

	
	
	12.
	RPP tentang Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
	Pasal 168 ayat (1)
	

	2.
	Direktur Jenderal Pemerintahan Umum
	1.
	RPP tentang Perubahan

Batas, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota.
	Pasal 7 ayat (2)
	

	
	
	2.
	RPP tentang Fungsi Pemerintahan Tertentu
	Pasal 9 ayat (3).
	

	
	
	3.
	RPP tentang Tatacara

Penetapan Kawasan Khusus
	Pasal 9 ayat (6).
	

	
	
	4.
	RPP tentang Tatacara

Pelaksanaan Kerjasama

Antar Daerah
	Pasal 197
	

	
	
	5.
	RPP tentang Penegasan

Batas Daerah.
	Pasal 229
	

	3.
	Sekretaris Jenderal
	1.
	RPP tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah
	Pasal 128 ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3)
	

	
	
	2.
	RPP tentang Pedoman

Standar, Norma, dan Prosedur Pembinaan & Pengawasan Manaje-men PNS Daerah.
	Pasal 135 ayat (2)
	

	
	
	3.
	Peraturan Menteri Dalam

Negeri ttg Perpindahan menjadi PNS Pusat dan PNS Daerah
	Pasal 131 ayat (2)
	

	4.
	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
	1.
	RPP tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana

Pembangunan Daerah.
	Pasal 154
	

	
	
	2.
	RPP tentang Insentif dan /atau Kemudahan kepa-da Masyarakat/ lnvestor
	Pasal 176
	

	
	
	3.
	RPP tentang Pengelola-an Kawasan Perkotaan.
	Pasal 199
	

	5.
	Direktur Jenderal Bina Administasi Keuangan Daerah
	1.
	RPP ttg Pengelolaan

Keuangan Daerah.
	Pasal 23
ayat (2),

Pasal 182, Pasal 194.
	

	
	
	2.
	RPP tentang Tatacara

Pengelolaan & Pertang-gungjawaban Penggu-naan Dana Darurat
	Pasal 165 ayat (3)
	

	
	
	3.
	RPP tentang Pinjaman dan Obligasi Daerah
	Pasal 171 ayat(1)
	

	
	
	4.
	RPP tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
	Pasal 178
	

	6.
	Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	1.
	RPP tentang Kelurahan
	Pasal 127
	

	
	
	2.
	RPP tentang Desa
	Pasal 203, Pasai 208, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 213, Pasal 214, dan Pasal 216.
	

	
	
	3.
	RPP tentang Pengang-katan Sekretaris Desa menjadi PNS
	Pasal 202
	

	7.
	Inspektur Jenderal dan Kaban Diklat
	1.
	RPP tentang Pedoman Pembinaan dan Penga-wasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.
	Pasal 223.
	


         MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

H. MOH. MA’RUF
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